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ASTA CITA



• Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

• Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi

kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

• Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan

infrastruktur.

• Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

ASTA CITA



• Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

• Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

• Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

• Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,

alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk

mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

ASTA CITA



1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan
dan penyediaan obat untuk rakyat.

8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta
Digitalisasi

9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara Dan
Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif

10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak
Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas

17 PROGRAM PRIORITAS



11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida

Langsung ke Petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas

Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat
Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan

14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan
UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta Kota-
Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.

15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan
Sumber Daya Alam (SDA), Termasuk Sumber Daya
Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-
luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi

16. Memastikan Kerukunan antar umat Beragama,
Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan
Rumah Ibadah

17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif,
dan Peningkatan Prestasi Olahraga

17 PROGRAM PRIORITAS



1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah
dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita
dan ibu hamil

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis,
menuntaskan kasus TBC, dan membangun
Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan
pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan
nasional

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di
setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah
yang perlu renovasi

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT



5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu
kesejahteraan sosial serta kartu usaha
untuk menghilangkan kemiskinan absolut

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen,
tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan
pejabat negara

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa
dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan
menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik
untuk yang membutuhkan, terutama generasi
milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR)

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara
dan meningkatkan rasio penerimaan negara
terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
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• Menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks
lokal.

• Menjadi dasar pelaksanaan program daerah.
• Menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.
• Mendorong inovasi daerah sesuai Asta Cita.

Peran Produk Hukum Daerah



• Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah.
• Kapasitas penyusunan produk hukum yang belum

merata.
• Lemahnya koordinasi lintas sektor.
• Adaptasi terhadap perubahan regulasi nasional yang

cepat.

Tantangan Daerah



• Penyusunan regulasi berbasis perencanaan.
• Penguatan kelembagaan dan SDM perangkat daerah.
• Harmonisasi vertikal dan horizontal.
• Pelibatan publik dan stakeholder sejak awal.
• Monitoring dan evaluasi implementasi.

Strategi Penguatan Produk Hukum



Conclusion



THANK YOU


